
179 
 

                                                 BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

8.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan pendekatan metode fenomologi pada studi kasus 

Bioterorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka 

penelitian tentang model formulasi kebijakan dapat diambil 

kesimpulan, adalah: 

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal pada proses formulasi 

kebijakan dihadapakan pada Teori Kelompok (group) Thomas R.Dye 

adalah dengan meningkatkan kemampuan SDM, mengoptimalkan 

keterlibatan jaringan lemah dan penggunaan teknik baru dalam proses 

pengambilan keputusan pada tataran eksekutif. Jaringan lemah yang 

dimaksud adalah pelibatan institusi pemerintah yang terlibat maupun 

pihak ketiga yang berlaku sebagai pengawas, serta teknik delphi yang 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Teknik delphi 

dianggap memenuhi syarat guna merangkum ide gagasan semua 

Institusi yang terlibat, sehingga output yang dihasilkan mampu 

mewakili semua kepentingan. Modifikasi model pengambilan 

keputusan dari yang ada saat ini secara umum dilaksanakan dengan 

memasukkan semua ide dan gagasan para peserta diskusi yang dibatasi 

oleh instrumen  yang dibuat para pakar sebagai guidance. Selanjutnya 

ide gagasan ini dimasukan kedalam tabulasi data dan disebarkan kepada 

para seluruh pemangku kepentingan dengan saling memberi 

memasukan satu dengan yang lain. Hasil yang didapat merupakan 

keseluruhan dari ide gagasan para pemangku kepentingan. 

 Sedangakan pihak ketiga yang dimaksud adalah dengan 

melibatkan tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Presiden 

dan berlaku secara temporer. 

8.2. Rekomendasi 

1) Agar Pemerintah dan DPR menyelenggarakan kembali 

sidang untuk merevisi definisi Terorisme dengan 

definisi sebagai berikut: 

―Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan 

kekerasan, atau tanpa kekerasan, menggunakan 

ancaman kekerasan atau tanpa ancaman kekerasan yang 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara 
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meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat 

massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, 

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 

internasional dengan motif ideologi, politik atau 

gangguan keamanan‖. 

2) Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dalam 

proses formulasi kebijakan dibutuhkan metode atau 

cara yang mampu mewadahi semua kepentingan yaitu 

dengan menggunakan teknik Delphi. 

3) Diperlukan pelibatan tim independen untuk 

memberikan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya 

proses formulasi kebijakan di level eksekutif. Hal ini 

untuk meyakinkan bahwa jalannya proses formulasi 

kebijakan telah dilakukan secara adil sebagaimana 

maksud dan tujuan yang termuat dalam teori kelompok. 

4) Dibutuhkan personel dengan latarbelakang akademisi 

kebijakan publik, kedokteran umum, kedokteran 

hewan, tehnologi informatika, serta pertanian untuk 

menduduki jabatan analis di BNPT. Hal ini penting 

sebab peneliti meyakini bahwa pada era perang 

generasi ke-4  terorisme dengan taktik asimetrisnya 

akan terus ada. Kajian yang terus menerus 

membutuhkan penanganan dan penindakan yang 

dilaksanakan secara paralel dan waktu bersamaan. 
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